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ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang
mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup dan masa depan
korban, Hakim Pidana sebagai penegak hukum tertinggi dalam lembaga hukum pidana
Indoncsia, bertugas melakukan pembuktian dan memutus perkara yang dihadapkan
kepadanya. Hakim diberi kekuasasn penuh atas putusan yang skan dijatuhkannya,
Putusan Hakim itu ada vang di bawah tuntutan Jaksa, ada vang sama dengan tuniutan
Taksa dan ada pula yang di atas tuntutan Jaksa. Kebanvakan di Indonesia Hakim Pidana
memutus perkara di bawah twntutan Jaksa dan sangat sedikit yang sama dengan tuntutan
Jaksa apalagl yang i atas tuntetan Jaksa, Mengingat tindak pidana perkosaan ini
mempunyai dampak yang sangat besar, Hakim dituntut untuk lebih cermat mengamati
kasus ini. Perumusan masalah dari skripsi ind adalah 1Pertimbangan Hakim memutus
pidana vang sama dengan tuntutan Jaksa dalam tindak pidana perkosaan, 2)Dampak atau
implikasi yang timbul dari putusan Hakim vang sama dengan tuniutan Jaksa dalam tindak
pidana perkosaan. Metode penelitian vang dipakal adalah pendekatan bersifat yuridis
sosiologis  yaitu  dengan melihat norma-noema hukum yang berlaku  kemudian
dihubungkan dengan fakta-fakta vang ditemukan. Sumber dan jenis data dalam penelitian
i adalah 1YPenchtian kepustakaan (library research) yang terdin dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sckunder seria bahan hukum tertier. 2)Penelitian lapangan (feld
research) yang terdiri dar dala primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data
vang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis
melakukan penelitian yaitu Pengadilan Negeri Payakumbuh. Setelah data dikumpulkan
kemudian dianaliza secars kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan babhwa pertimbangan Hakim it terdiri dari pertimbanpan
vuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalarm hal Putusan Hakim yang sama denpan
wuntutan Jaksa dalam tindak pidana perkosaan didasarkan atas beberapa pertimbangan,
vaitu 1 [1Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 2)Alat bukti, 3)Latar belakang perbuatan
terdakwa, 4)Akibat perbuatan terdekwa, S)Kondisi diri terdakwa, 6)Hal-hal yang
memberatkan dan meringankan, 7) Petunjuk dan fakea-fakta lain vang muncul di dalam
persidangan, 8)Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Dampak atau implikasi dari
putusan Hakim yang sama dengan tuntutan Jaksa, yaitu : 1)Berpotensi menimbulkan citra
dan persepsi yang positif terhadap pengadilan, 2)Menimbulkan opini bahwa adanva
kolusi antara Kejaksaan dan Pengadilan dalam menentukan masa pidana, 3)Prakiek
putusan Hakim vang sama dengan tuntutan Jaksa dapat menjadi evaluasi bagi kinerja
Hakim.,



BARIT

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai Negara Hukum., setiap tindakan dan perbuatan warga neparanya

diatur oleh hukum. Masing-masing warga negara memiliki hak vang sama di dalam
hukum, tidak ada vang herada di bawah hukum maupun diatas hokum. Hukem itu
meliputi beberapa unsur, vaitu ¢!

| Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

2. Peraturan ity diadakan oleh badan-hadan resmi vang berwajib

3. Peraturan it bersifat memaksa

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
salah satu aturan bukum yang diciptakan oleh negara adalah Hukum Pidana yang diatur
di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnys discbit KUHP) terdiri dar 3
(tiga) buku. Buku [ (Kesatu) mengatur tentang aturan umum, Buku [ (Kedua) rengatie
entang Kejahatan, Buku I (Ketiga) mengatur tentang Pelanggaran. Hukum pidana
sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan suatu
perbedaan dengan hukum-hukum lain, vaitu bahwa semua hukum tersebut memuat
sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam

- 1] 1 1 !
Sukum itu benar-benar akan ditaati orang.

'CET. Kansil. 1989, Pengamar fimu Hien dan Tavr fokum Indonesia. Takara = Balai

Fustaka, Hal 32
‘PAF, Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indenesic. Bandung; Cites Aditya Bakdi,

Hal I6



Aturan hukum itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, salah saunya
adalah Hakim vang distur dalam Undang-undang Momor 4 Tahun 2004 tentang
Rekupssan Kehakiman. Hakim yang melakukan pembuktian di persidangan techadap
kasus vang dilimpabkan ke pengadilan, hakim pula vang menjatuhkan putusan. Hakim
atay para Hakim memiliki kekuasaan vang besar terhadap para pihak foustigbel)
berkenaan dengan masalah atau kenilik yang dibadapkan kepada Hakim atau para Hakim
tersebut’, Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk memutus sustu perkara tanpa
adanya campur tangan dari pihak luar selama tidak bertentangan denpan Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pancasila. Schagaimana vang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang
Momar 4 Tahun 2004, vang menegaskan bahwa Kekuasann Kehakiman adalah kekuassan
negara vang merdeka untuk menyelenggarskan peradilan guna menepskkan hukum dan
xeadilan  berdasarkan Pancasila, demi lerselengparanva Meparn Hukum Republik
Indenesia,

Telah menjadi semacam kebiasaan dalam praktck peradilan pidana di Indonesis
sclama ini, dimana Hakim pidana hampir selalu menjatuhkan putusan pidana terutama
pidana jenis penjara, kurungan atau denda dengan masa pidana atau denda vang lebih
ringan dibanding masa pidana atau denda yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam
wntutannys”. Banyaknya putusan pidana yang lebih rngan dibanding tuntetan Penuntut
Jmum i sealah sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi dan
wecenderungan seperti ini tidak saja terjadi pada perkara pidana bissa di Pengadilan
—mum, telapi juga pada Pengadilan Khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

vang dalam beberapa putusan pidananya juga cenderung Iebih ringan dibanding wntutan

“Subrawadi K. Lubis. 2002. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 25
‘Edi Wibowo. Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Dari Pada
Te=rwtan®, Vana Peradilan, Tahue XX Mo, 257 (A pril 20075, Hal, 34



BAR IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urmzn yang telah dikemukan pada bab sebelumnya. maka dapat diambil

sesimpulan atas hasil penelitian yang penulis lakukan sehagai berikut

1.

B. Saran

Dalem memutus perkara, Hakim menggunekan dua macam pertimbanpan,
vailu pertisnhangan vang bersifat vuridis dan pertimbangan vang bersifat non
yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan pedimbangan  Hakim  vang
didasarkan kepada fakta-fakis yang terungkap di dalam persidangan vang
muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleb undang-
undang. Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan
Hakim vang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan
berlangsung yang sebelumnya tidak diatue di dalam undang-undang.

Dampak atau implikasi terhadap putusan Hakim vang sama denpan tuntutan
Jaksa adalah dapat menimbulkan opini balvwa adanya kolusi antara Kejaksaan
dan Pengaditan dalam penentuan masa pidana dan jugas dapat menjadi evaluasi

bagi kinerja para Hakim, khususnya Hakim Pidana di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan vang penulis angkat yaitu menpenai pertimbangan

Hakim memutus perkara pidana vang sama dengan tuntutan Jaksa dalam tindak pidana

a



perkosaan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran :

I
H

Hakim diharapkan lehih bersifat aktif dalam mengungkap svatu kebenaran
demi tercapainya keadilan yang sesunggubnya. Mengingat aturan pidana yang
diberlakukan di Indonesia sudah ada semenjak zaman penjajghan, vang
memungkinkan adanya peluang-peluang bagi pelaku tindak pidana masa
sekarang untuk lepas dari dakwaan.

Lembaga  Peradilan  Pidana  diharapkan agar lebih  transparan  dalam
memproses perkara, schingga masyarakat bisa menilai dan mengetahu sejauh
mana kinerja Hakim. Tentunya hal ini skan menambah  Kepercayaan
masyarakat kepada lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk

menvelesaikan perkara-perkara dalam ruang lingkup Hukum Publik.

i
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